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LEMBARAN DAERAH KABUPATEI.I KERINC|

" TAHUN 2OO9 NOTOR 7

PERATUP"AN DAEP.AH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 7 TAHUN 2OO9

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAER^AI-I

KABI.JPATEN KERINCI NOMOR {3 TAHUN 1999 TENTANG
RETRIBUSI PEMAi"A.IAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAi{ RAHMAT TUiIAN YANG i'AHA ESA

BUPATI KERINCI,

Meninrbang :

a. bahwa retribusr pemakaian kekayaan daerah merupdcn salah
satu surnber'keuangan daerah dalam rargka rneiaksanakan
pembangunan daerah serta member*an @yarer yang ba3<
dan optirnal kepada masyarakat;

b. bahwa perkernbangan dan peningkatan kualibs dar kuantitas
sarana dan prasarana milik daerah serta dinamika kehidupan
masyarakat telah berkenrbang demikian pesat yar6 terdampak
pada perubahan harga bararg dan jasa, sehirgga =jf retribusi
sebagaipaa3 diatur dalam Perafuran D€rah l.,lomor 1?
Tahun 'i999 tentang Retribusi Pemakaian Daerah s#gaima*a
telah diubah dengan Peratwan Daerah Nornor 7 Tahun 20C2
perlu disesuaikan dengan perkembangan narga lar-ang dan
jasa saat ini;

1€l tr d PL{& jild :lH
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagair^nana dimaksud

dalam huruf a dan ,huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Perubal-ran Kecjua Atas Peraturan Daerah l\lornor 1lj

Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian-Kekayaan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undarrg Norrrur 58 Tal'run 1o5B tentang Penetapan

l-lndang-UnO"ng Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang

Pengu6ahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pem-bentukan Daerah swatantra Tingkat ll dalam Lingkungan

Daerah swatantra Tingkat I Srrmatera=*Tengah sebagai

Undang-Undang (Lemblran Negara Republik lndonesia

Tanun-tgS8 NJmor'108, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 1643);

2.Undang-UndangNomorlSTahunlggTtentangPajakDaerah
dan R.etribusi baerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-UndangNomorgaTahun2000tentangPcrubahan
Atas tindang-U-ndang Nomor 18 Tahun 1997 tentalg P"J?::

Daerah oan Retrinuli Daerah (Lembaran Negara Repubiik

lnclonesiaTahun2000Nomor246,TarnbahanLembaran
l,tegara Republik lndonesia l"lomoi- 4u48);

-?.Unciang.ijndangNomori0Tahun2004tentangPembcntukanperaturan peruinclang-uncla'gan (Lenrbaran Negara Repuolik

lndorresia Tahun 20c+ Nomor 53, Tambahan Lernbaran

Negara Republik lndonesia Norncr 4389);

4. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerali (Lembaian Negara Republik lndonesia. Tahun 2o04

Nomor 1)5, Tambahan Lembaran Negara Re.vullik lndonesia

Nomor 4437) i.t"gri*"na telah beberapakali diub_ah terakhir

denganUndang-UnoangNomorl2Tahun2003.tentang
perubahan *"Jr"" Atas Uidang-Undang l.lomor 32Tahun 2OO4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

indone-sia Tahun 2c0g Nomor 5g, Tambahan Lembaran Negara

RePublik lndonesia Nomor 4844;
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Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001

Nomor 1ig, Tambal"lan Lembaran Negara Republik lndorursia

l,,lomor4138);
peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedornan
pengelclaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

nepuOtif lndonesia Tahgn 2OO7 Nomor E2, Tambahan

Lembaran Negara Republik indonesia Ncmor  BT;
Peratu;'an Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
pemeriitahan Provinsi dan Peme:'lntahan Kabupaten/Kota

(Lembaran |legara Republik tndonesia Tahun 2007 ttlonnor 82,

iambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);

Feraturan Daerah Nomor 'i3 Tahun 1999 tentang Retribusi
pemakaian Kekayaan Daeralr (Lembaran Daerah Kabupaten

KerinciNomor 16 Tahun i999, Seri B Nomor 11), sebagaimar:a

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci

Nomoil3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaiah Kekayaan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7

Tahun 2000, Seri B Nomor 4);

Peraturan Daerah Nornor i2 Tahun 2C07 tentang Produk
Hukum Daerah (Lernbaran Oaeiah Kabuoaten Kerinci

fairun 2-OO7' Nomor 12, Tambahan Lembaran Daeiah
Kabupaten Kerinci Nomor 5);

peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 teniang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
ferinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 (Lembaran

Daerah Kauupaten Kei'inci Nomor 6);

Peraturan Daerah }Jomor 1tr Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Barang Milik L)aerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinct

Tahun 2OA7 Nomor 16, Tambahan !-e;"nbaran Daerah
Kabupaten Kerinci Nomor 9);
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i2 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahrrn 2008 tentang Kewenangan

Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten

KerinciTahun 2008 Nomor 8):

Dengan Persetuiuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERIi*I]I

BUPATI KERINCI

- "i'EMUTUSKAN:

llenetaPkan
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

iENATUNAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOi'OR 13

TAHUii {999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAI{ KEKAYAAN

DAERAH. \
Pasai I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci

Nomo;. 'i3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan

Saeratr (Lembaran Daerah Kabup-aten Ke;inci Nomor 16 Tahun' 1999

Seri B Nomor rt) sebagaima;ia ielah diilbah .iengan Pe;aturan

Daerah Nomor 7 Tahun ZbOZ 1t-embaran Daerah KaOulaten Kclinci

No*- 7 Tahun 2A00, $eri B Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasrl 1

berbunYi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peiaturan Daereh ini, yang dirnaksuC deligan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci'

?. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perargkat daerah

sebagai unsur penyelenggara F€meFntahan daerah'

Aqd d d.r lsiilil ! tD 31
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3.

4.

Bupati adalah BuPati Kerinci'

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang

Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-

unCangan yang berlaku.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau BaCan yang

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha mauPun

yang tidak metakukan usaha ya=ng rneliputi perseroan

korianditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara

atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma,

Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan'
Perk-umpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi

Sosial Politik, atau Organisasi yang se.lenis, Lembaga

Bentuk Usaha tetap dan bentuk Badan lainnya'

Rctribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa usaha yang

diberikan atas Pemerintah Daerah dengan menganut
prinsip-prinsip Komersial.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya
disebut Retribusi adalah Pembayaran atas 'Qelayanan

Pemakaian Kekayaan Daerah antara lain Pemakaian Tanah
dan Bangunan, Pemakaian Ruang Pesta' Pemakaian
Kendaraan/ alat-alat berat milik Daerah-

W4ib ReL':busi adalah Orang pnbadi atau Badafi !27t$
menurut Peraturan Per.rndang -ndangan Retribusi div,talibkan .

untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu teftentu yarg
merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi trt'ttuk

meman{aatkan Jasa dan Perizinan tertentu dari Pemerintah
Daerah.

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib
Reiribusi untuk melapcrkan Objek Retribusi yang teruta*g
menurut Pei-aturan Perundang-u nda ng Retribus! Daerah -

Surat Ketetapan Retribusi Daei-ah, yang ciapat disingi<at

DKRD, adalah Surat Ketetapan Retribus! yang menentukan
besarnya Pokok Retribusi.

5.

6.

7.

B.

9.

10.

tt
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12- surat setor Retribusi Daerah yang dapat disingkat ssRD

adalah Surat ya,ng oleh Wa;ib R&ribusi ciigunikan untuk
nrelakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang
temtang ke Kas Daerah atau ketempat pembayarah rain
yang ditetapkan oleh Kepala uaerah.

13 surat l(etetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, ya.ig dapat-disingkat 
SKRDLB adatah surat Keteiapan Retribusi yang

menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena
jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang
terutang atau tidak seharus;rya terutang.

14. surat ragihan Retribusi Daerah yang disingkat srRD adalah
surat untuk melakukan tagihan Relribusi-dan atau sanksi
Adminlsirasi berupa bungari dan denda.

15. surai Keputusan Keberatan adalah surai Keputusan atas
keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang
ciipersamakan can st(RLB yang diajukan oreh wajib
Reiribusi.

16. Pemeriksaan adalah serangkaian keglatan unLt rnencari,
mengumpulkan, mengolah cjata dan atau keterangan lainnya
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajibJn retribusi
dan untuk tujuan lain dalarn rangka melaksana-kan ketentuan
Perundang-undangan Retribusr Daerah.

17 Penyiciikan Tindak pidana cribirrang Retribusi acialah
serangkalan tindakan yang dirakukan penyidik pegawa!
Negeri sipil yang seranjrrtnya yang <risebut penyirJik untuk
mencari serta nrernperoleh bukti yang dengan outti itu
membuat terang tindak pidana dibidang RetriOusi yang
terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal I ayat (6) diubah dan ayat (7) dihapus,
sehingga keseluruhan pasal'g berbunyi sebagai berikut:

A.C id dol" ftrbjilit 2 s
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Pasal 8

Tarif Retr*usi digolongkan berdasarkan jenis Kekayaan
Daerah yarg digunakan dan jangka waktu pemakaiannya-

Besamya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang
bedaku din{ayah Daerait atau sekitarnya.

Dalam tar$ pasar yang berlaku sulit ditemukan maka tarif
ditetapkan sebaga)- jumlah oembayaran per-satuan{asa
yang men Fkan jurnlah unsur-unsur tarif yang meliputi:

a. unsur lbya per-satuan penyediaan jasa; dan

b. unsur keuntungan yang dikehendaki per-satuan jasa.

tsiaya sebe3ainrana dimaksud paCa avat {3) huruf a diatas
meliputi: -

a. Biaya operasional iangsung, yanE melipuii biaya
belaqa pegawaitermasuk pegawai tidak tetap, belanja
barai-g belanja oemeliharaan, sewa tanah dan
banguian, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik
lainnla yang berkaitan langsung dengan peyediaan
jasa;

b. Biaya ddak langsung, yang meliputi biaya administrasi
umu? Can biaya lainnya yang rnendukung penyediaan
jasa;

c. Biaya rnilal. yang berkaitan dengan iersedianya ald;va
lainny; yang berjangka menengah dan panjang, yarg
melips angsuran ciarr bunga pinjaman, nilai sewa
tanal san bangunan dan penyusutan aset; elan

d. Biaya-riaya lainnya yang berhubungan dengan
peny*iaan jasa, sepenr bunga atas pinjaman jangi.-a

Penci=t:

(5) Keuntunlia'i sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
=ditetapka' daiarn porsentase tcrtentu dari total tstavz

sebagaimria dimaksud oada ayat (.i) dan dar!modai.

(1)

(21

(3)

(4)
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(6) Struktur dan bes:rnya tarif sebagaimana..dimaksud peda

ayat (1), (2) dan (3) ciiretapkan sebagai berikut;

a. Pemakaian Tanah untuk:

'1. berjualan tanaman hias, ukiran dan oatung plylg-'-
keienian sebesar Rp' 5001fu1'ibuiarr

2. usaha tempat tinggat sebesar tt.5 o/o x Rp' Harga tlns: :'v

Luas tanah-

Pemakian Gedung/Bangunan dan Perlengkapan '

1- Tarif untuk Komersil:

a). Gedung Nasional......-:--.-..''..-.Rp.

b). Gedung Serba Guna --.-.-. .".' Rp'

c). Gedung / Sanggar --..-..-..."""Rp'

d). Tarub ukuran 6nr x 6m --.' .'RP'

e). Pengeras Suai'a (JBL)'--...-.."'Rp'

0. Pcngeras Suara Besar ...-'..." Rp'

g). Kursi -- RP.

h). Payung pedagang kakilima"' Rp'

2 Tarif r rntuk Sosiall Pendidlkan:

a). Gedung Nasio;ra! -.---.--'.""'Rp' 175'000'- / harr

b). Gcdung Serba Guna - -. "Rp 125'O0O'- / hai-i

c). Gedung / Sanggar -.-..-.-."" Rp' 75'000'- lhan

d). Tarub ukuran 6m x 6rn """Rp' 40'000'- buahj han

e). Pengeras Suar'a (JBL)..""" Rp' 50'000'- lhart

4. Pengeras Suara Besar .-.""Rp' 75'000'- / hari

g). ' Kursi RP' 600'- lbuahthart

300.000,- / hari

200.000,- l traii

150.000,- / hari.

50.000,- / buah/ han

1CO.QO0,-/ hari-

150.000,-/ hari

600,- / buahi hari

2.5AA.4 buahihari

&rd ., d.* Rr& jilil , s



3. Penggunaan Rumah Dinas:

a). Permanen .i..........................Rp. 75.000,- / Bulan.

b). Semi Permanen ........ Rp. 50.000,- / Bulan.

c). Darurat ..............Rp. 30.000,- / Bulan.

c. Pemakaian Kendaraan I Alat- Alat Berat:

1. AspalMixing Plan (AZP 60/80)......- ....Rp.434.OAA1 Jam

2. TrackExcavator (100-3)...... Rp. 125.000,JJam

3. Whee! Loader {LK>300 A) .. . .. . .. . .. ...... . . Rp. 1 71 .000,J Jam

4. Air Compresor EC 5029 ....,................ Rp. 4.800,-/ iam
5. Stone Crusher.....

6. Aspalt Finiser....... iip 172.000, -/ ,lam

7. MotorGrader(GD.31 RC).... .... Rp 218.000,-/Jam

8. TyreRoller (TS. 150) ........... Rp 126.'700,JJam

9. CraneTadanoOR.lSl). ... .Rp. 140.700,-/.Jam

10. Mobil Tronton .............Rp. 96.0ff),-/ Jam

11. DumpT:uck......... Rp. 41.000,-/Jam
i2. Generator:

a). 30 n/*........... Rp. 40.000,-/ Jarn
b) 75 KVA...... Rp. 60"000,-/ Jam

13. Tandenn Ro11er......... Rp 140.700,-/ Jam
14. Asphaft Sparayer... Rp. 17.700,1 Jam
15. Vibratory Roller..... ...............R5;. 101.00&/Jam
i0. Pemakaian labour Pei;rda ,Jikenakai-', 1a/r, dari nilai kontrak

y3ng d;uji.

17. Bus Pemda:

- Dalam Daerah...... Rp. 200.000,{hari

- Luar Daerah....-. Rp. 500.000,-/hari

ndd& lr6d!ntit:Gr
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r 18. Pemakaian Lapangan Bola Kaki untuk kegiatan,
pertunjukan dan pameran:

- Stadion Pancasila..

- Lapangan Merdeka.... ...... Rp. 200.000,-/hari

- Lapangan Pemda...... ..... . Rp. 200.000,-/hari

1 9. Pemakaian *irana/panggung

Media Luar Ruang ....-:---...i..,.. Rp. 2n0.000,-/hari

{n DihaPus

Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisip 3 (tiga) pasal, yakni
Pasal 8A, Pasal 8B dan Pasal 8C, sehingga berbunyi sebagai
beriki.il:

Pasal 8 A

(1) Dalarn pmanfaatan pemakaian alat-alat berat unit
produksi aspal hotmix beserta unit peralatan pendukung
sebagaimana dimaksuci dalam Pasal 8 ayat (6) huru'f c
angka 1 sampai dengan angka 4 dapal dihitung secara satu
kesatuan produksi Cengan ketentuan material dan biaya
ope!'asronal dibebankan kepaCa pihak pemakai.

(2) Struktur dan besmya tarif relribusi sebagaimana dirnaksud
ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 523.000,- /Jam

Pasal 8 B

(1) Dalam pemakaian alat-alat berat unit produksi stone crusher
ireserta irnit peralatan pendukungnya yakni track excavatcr
dan wheell loader di!,iiung retribusi atas komponen biaya
sewa alat dan bahan rnateria! dengan ketentuan biaya
operasional dibebankan kepada pihak pemakai.
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Struktur dan besamya |errrt retribusi pemakaian stone

*r"nit ditetapkan 6erdasarkan ienis produk sebagai

iraikut t

a. batu ukui-an a4 "' : Rp' 36'000'- / m3

b- batu uktrran 1t2 "' : Rp' 42'000'- / m3

c- batu ukuran 0'5/1 "' : Rp' 57'000'- / m3

d. batu ukuran 0/0.5 -.-

|2)

(1)

(2)

t3)

(4)

Pasal 8 C

pemakaian alat-alat berat unit produksi aspal hotmix dan

u"it'-pioour.i stone crusher dagat dilakukan melalui

keriasama pemanfaatan, sepaniang menguntungi<an

Daerah.

Ker;asai-rra pemanfaatan sebagainian3 
. 
di*E!t:Y!- ryl"

"u"i 
(1), d-ilaksanakan setelah dilakukan kajlan oan

niencabit persetujuan dari Bupati'

Unfuk melaksanakan kajian sebagaimana dimaksud pada

"yii ei, oibentuk Tim Kajian Kerlasama Perranfaatan

il";r; 
-caerah yang ditetapkan dengan (cputusan

Bupati.

Sistem dan prosedur pengelolaan dan kerja satra

p.fr"nt""t"n at'at-"lat berat unit produt<si aspal hotmix. dan

lnit produksi stone crusher beserta unit peralatan

*"Ori"*"ya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati'
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Pasal ll
t

Peraturan Daerah ini mutai berlaku sejak targgal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 25 Mei 2009

BUPATI KERINCI,
dto

H. MURASMAN

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 iuni 2009

SEKRETARIS DAERAH KER,INCI,

tito

H. MAARUF KART

LE}IEARAN DAERAH IiJ.BU PATEI{ KERINCI
TAHUII 2OO9 NOl.lOR 7

39At:.t z &t- ltrdoiilit 2 lD



PERATU RAJ::ilT"il:' N KE RI NG I
NOffi}R 7 TAHUN 2OO9

fef*ffene

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEH KERINCX NOIIOR {3 TAI{UN 1999 TENTANG

RETRIBUSI PEIAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

1. Penjelasan Umum: .

Berdasaitar Ur-rdarg - Unciang Nomor 22 Tahun 1g99

tentang Peraturan Daerah dan Undang - Undang Nornor 25

Tahun lggg ter*ang Perimbangan Keuangan anbra
Pemerintah Pusat dan Daerah, dalirn rangka

menyelerggarakan Otonomi luas, nyata dan berta.ngglng

jarvab diperlukan keuangan dan kemampuan rnerqggali

sumber keuangan sendiri yang didukurq cleh pertimbarEen

Keuangan antara Pemeiintah pusat Can Daerah yang

merufakst persyaratan dabm Fenrerintah Daerah.

Sumber Pendapatan menjadi sumber keuarBan

sendiri @i Penehtah Daerah anhra lain adalah pungn$an

Retribusi Pernakaisr Kekayaan Daerah.

Peretapa: peratur:an daerah ini merupakan

perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 19gg

tentang Re{ribusi Pemakaian Daerah, agar ciapat menjarnin

tertaksananya usrra Pemerintah Daer:ah dalam meningkafkan

Sqdd +Hjai 2d



p@n Asli Daerah (PAD) sehingga dengan kemampuan.
a 

--ya€ yarg sernakin meningkat akan dapat memberi manfat

lebft besar bagi pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan

Dere*r, salah satu sumbr Pendapatan Asli Daerah (PAD)

dahm menunjang Otonomi Daerah adalah Pungutan Retribusi

Pemakatan Kekayaan Daerah-

Penjelasan Pasaldemi pasal :

Pasall Cukup jelas

PasalllCukup jelas

lada--HF2,
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Pendaptan Asli Daerah (PAD) sehlngga dengan kemampuan
t_

yang yar€ semakin meningkat akan dapat memberi manfat

leb*r besar bagi pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan

lberah, salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

dalam nenunjang Otonomi Daerah adalah Pungutan Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pen-ielasan Pasal demi Pasal :

Pasall Cukup jelas

Pasal llCukup jeles

UCiLHF2, 4L


